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LATAR BELAKANG

Kebutuhan pemerataan pendidikan di daerah-daerah merupakan sebuah kebutuhan
yang mendesak bagi tercapainya keberadilan untuk mendapatkan kesempatan
memperoleh pendidikan yang layak bagi seluruh masyarat di Indonesia, kebutuhan ini
tentu tidak mengabaikan kualitas dari pendidikan tersebut.

Sementara itu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berkualitas merupakan dambaan
bagi banyakpihak, baik pemerintah, penyelenggara, maupun pengguna. Terlebih lagi
apabila pendidikantinggi yang berkualitas tersebut dapat diakses oleh masyarakat dengan
mudah. Untuk kebutuhan tersebut, pembukaan program studi baru yang sesuai dengan
kebutuhanstakeholders dan diselenggarakan dengan penjaminan kualitas yang baik

merupakan salahsatu mekanisme perluasan akses yang diharapkan.

Pada saat ini DIKTI dan DIKTIS telah meluncurkan sistem pengajuan pendirian izin Prodi
Baru dimana Substansi dari proses pengajuan ijin penyelenggaraan program studi baru
menggunakan sistemkombinasi mekanisme off dan on line, didasarkan pada Keputusan
Mendiknas No0.234/U/2000, SK no. 108/DIKTI/Kep/2001 tentang Pedoman Pembukaan
Program Studi dan peraturan direktur jenderal pendidikan islam nomor Dj.1/212/2011
tentang persyaratan dan prosedur pembukaan program studi perguruan tinggi agama

islam

Khusus untuk Sistem Penjaminan Mutu, substansi dari proses Pengajuan ljin
Penyelenggaraan Program Studi Baru mengacu pada PP 19 tahun 2005 tentang
Standard Nasional Pendidikan yang berinduk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78);Dengan demikian, segala persyaratan dan substansi yang perlu disiapkan oleh
pengusultidak berubah. Perubahan hanya terjadi pada proses yang semula sepenuhnya
bersifat offline dan tidak interaktif, menjadi kombinasi off dan on line dengan layanan yang
lebih primadan penjadualan yang lebih jelas sebagai perwujudan dari layanan Direktorat

JenderalPendidikan Tinggi yang lebih akuntabel dan berkualitas.



LANDASAN HUKUM

PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi
Pasal 7 ayat (1) huruf a Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan dan
koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenang meliputi:
a.pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan
Program Studi, yang meliputi:

a) izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan

b) izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan

PTS;

PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan
pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan izin PTS diatur dengan
Peraturan Menteri.
UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 92 ayat (3) Ketentuan lebih

lanjut mengenai sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

¢ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
(UU DIKTI)

+ Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

MRS « Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional
s Indonesia (KKNI)

+ Permendikbud No. 73 tahun 2013 tentang penyelenggaraan KKNI di PT \
+ Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang SN-DIKTI
+ Permenristekdikti No 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi dan PT

+ Permenristekdikti No 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran
Perguruan Tinggi Negeri, Dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi
Swasta
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TUJUAN

Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
a) Meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan tinggi di seluruh
wilayah Indonesia; dan
b) Meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah serta pengabdian kepada

masyarakat untuk mendukung pembangunan nasional.

Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi

F;";'rzzr‘;r‘:‘ g:tﬂi PEMBUKAAN PROGRAM STUDI
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Pasal 60 UU Dikti

(4) Perguruan Tinggi yang
didirikan harus
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minimum akreditasi.
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KOMPOSISI PRODI BARU BERDASARKAN BENTUK

Komposisi Jumlah dan Jenis Program Pendidikan
dalam Pendirian PT
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MEKANISME/ TATACARA PENGAJUAN IZIN PRODI BARU

1. Pemimpin PT meminta Rekomendasi dari L2 Dikti di wilayah PT yang akan
menambah mendirikan atau menambah Program Studi apabila L2 Dikti telah
ada.

2. Pemimpin PT membuat dokumen sesuai persyaratan dan dikirim secara
daring ke Direktur Jenderal Kelembagaan IPTEK dan Dikti

3. Ditjen menugaskan Tim Evaluator untuk melakukan evaluasi dan verifikasi
dokumen

4. Dirjen dengan mempertimbangkan rekomendasi Tim Evaluator, mengajukan
penerbitan izin pembukaan Program Studi kepada Menteri, dilampiri dengan
surat keputusan akreditasi minimum dari BAN-PT atau LAM

5. Menteri menetapkan izin Program Studi pada PTN bersangkutan yang akan

diberitahukan kepada pengusul secara daring

Mengunggah
Berkas Usulan

Menganalisis &
Mendistribusi

Evaluasi

Validasi

Disetujui

Perlu m
Perbaikan

Validasi Legal
& Salinan 5K



SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI

1. Kurikulum di isi sesuai dengan kompetensi lulusan

Kurikulum Berbasis Kurikulum Berbasis Kurikulum Pendidikan
Mata Kuliah Kompetensi Tinggi
Kepmendiknas Kepmendiknas UU No. 12 Tahun 2012
No. 056/U/1994 No.232/U/2002

= penguasaan = tidak ada penguasaan = kecerdasan intelektual,
IPTEKS IPTEKS akhlak mulia, dan
keterampilan
= tidak ada rumusan = penguasaan kompetensi = kesetaraan kompetensi
kompetensi lulusan dan kompetensi
kerja
= menetapkan mata kuliah = kompetensi utama = kompetensi pengetahuan
wajib ditetapkan PT dan asosiasi dan keterampilan khusus
profesi dirumuskan oleh forum

prodi sejenis

2. Jumlah dosen paling sedikit berjumlah 6 (enam) orang untuk 1 (satu) Program Studi pada
program diploma atau program sarjana.

a) Berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada saat diterima sebagai
dosen pada PTS yang akan didirikan;

b) Bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu;

c) belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;
dan bukan guru yang telah memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;

d) bukan pegawai tetap pada instansi lain; dan bukan Aparatur Sipil Negara;

Tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap
Program Studi pada program diploma atau program sarjana, dan 1 (satu) orang untuk
melayani perpustakaan,

3. Organisasi dan tata kerja PTS disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan
mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau
tata usaha.

4. Lahan untuk kampus PTS yang akan didirikan berada dalam 1 (satu) hamparan memiliki
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luas paling sedikit: 1. 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk universitas; 2. 8.000

(delapan ribu) meter persegi untuk institut; atau 3. 5.000 (lima ribu) meter persegi untuk

sekolah tinggi, politeknik, atau akademi, dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan,

atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan

Sertipikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai;

5. Telah tersedia sarana dan prasarana terdiri atas:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) meter persegi per mahasiswa,

ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;

ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) meter persegi per orang;
ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) meter persegi termasuk ruang
baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa,;
ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai
kebutuhan setiap Program Studi;

buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per Program Studi sesuai dengan bidang
keilmuan pada Program Studi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-

undangan

7. Memperoleh Rekomendasi L2 Dikti berisi:

a)

b)

rekam jejak Badan Penyelenggara yang berdomisili di wilayah L2 Dikti tempat PTS
akan didirikan, atau apabila domisili Badan Penyeleng-gara berbeda dengan
domisili PTS yang akan didirikan, rekomendasi diminta dari L2 Dikti di wilayah
Badan Penyelenggara berdomisili;

tingkat kejenuhan berbagai Program Studi yang akan dibuka dalam pendirian PTS
tersebut di wilayah L2 Dikti; dan

tingkat keberlanjutan PTS yang akan didirikan beserta semua Program Studi yang
akan dibuka;

Legalitas badan penyelenggara sebagai badan hukum;

Kelengkapan dan kesesuaian kualifikasi akademik 6 (enam) calon dosen.



BAGAIMANA CARA LARISPA MEMBANTU:
Larispa indonesia menawarkan 2 bentuk pendampingan (konsultasi) pembukan izin prodi
baru dengan :
1. Parsial Komitmen /Paket Silver (lembaga Riset Publik hanya menyiapkan
Dokumen dan kebutuhan SDM)
2. Full Komitemen / Paket Gold (lembaga Riset Publik menyiapkan Dokumen dan
kebutuhan SDM serta Pengurusan / dukungan penuh sampai keluar izin)

PEMBAGIAN TUGAS & TANGGUNGJAWAB

NO KEBUTUHAN DATA LARISPA KLIEN

A | Dokumen Legalitas

[

Yayasan Berbadan Hukum (AHUM) v

Sertifikat Tanah (5.000 m2 Sekolah Tinggi, 8.000 m2 Institut,
10.000 m2 Universitas)

<

Dokumen Tenaga Dosen

ljasah & Transkrip Nilai dosen 6 Dosen/Prodi (Iegalisair)

file Scan KTP Dosen 6 Dosen/Prodi (Warna)

Surat Pernyataan Kesediaan Sebagai Dosen Tetap *

ljasah & Teraskrip Nilai Tenaga Kependidikan 12 Orang

SK Tenaga Pendidik

EYANANANENEN

SK Tenaga kependidik

N[OOI~ WIN(F|T

File & Dokumen Kabupaten/Kota

Ambon dalam Angka (Laporan BPS) 3 Tahun terakhir

0

Data Sekolah dan Penduduk v

Dokumen Pendirian Sekolah Tinggi llImu Ekonomi
Syariah (STIES) Lukman Saleh

Proposal Pendirian Program Studi (masing-masing prodi)

Rencana Induk Pengembangan (RIP)

Rencana Strategis

Analisis SWOT Prodi

Statuta

Rancangan Akademik

Pedoman Tata krama kampus

Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar Akademik

Blo|o|~N|o o~ |w|nve| O

Studi Kelayakan

Kondisi Obyektif

Need assessment

SNENANERENENENENENENANANEN

Analisis market share

Peta Perguruan Tinggi Sekitar v

11 | Kurikulum Program Studi

Struktur Kurikulum

Rumusan Kompetensi Lulusan

Distribusi Mata Kuliah

Kelengkapan Silabus

ENENANENEN

Rancangan GBPP




Matrikulasi Pembalajaran

Satuan Acara Perkuliahan (SAP)

ENEN

Sarana Pra Sarana

Gedung Perkuliahan

Perpustakaan

Daftar Buku di Perpustakaan

Jurnal

Proseding

Ruang Dosen

Laboratorium

N[O WIN|F|M

Ruang Administrasi

ENENENANENENENEN

Proyeksi Pembiayaan/Prodi

RAB

Proyeksi Sumber Perolehan Dana

ENEN

Dana Yang disiapkan (250jt Diploma, 300jt S1, 500jt S2, 1M
S3)

AW (N T

Laporan Keuangan Yayasan (1 Tahun)

<

Lain-lainnya

Surat Pernyataan Tidak Silang Sengketa Yayasan

Berita Acara Rapat-rapat Yayasan

Rancangan MOU Dengan Dunia Usahan & Instansi (18)

Surat Rekomendasi Dari Kopertis

ENENLNEN

Surat Rekomendasi Dari Pemerintah Daerah

Surat Permohonan Pendirian PTKI dari Ketua Yayasan

ENEN

~Nog|h|wNF|I®

Surat-surat Lainnya

<
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HUBUNGI KAMI

Pelaksana konsultasi ini adalah Lembaga Riset Publik (LARISPA)

10.

11.

12.

Head Office: JIn. Sei Mencirim Komplek lalang Green Land | Block: C 17-18 Medan SUMUT telp
061-800 211 39, 8000 261 16 Kode Pos 20352 Hp. 0812 608 1110

Branch Office Jabodetabek : , ). Ki Hajar Dewantoro,Perumahan Grand Bintaro Asri, Blok F No.2,

Kel. Sawah Lama, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten 15411. HP. 08116193337

Branch Office Kutacane: JI. Ahmad Yani Desa Pulau Kemiri Kotacane (samping STIKes Nurul

Hasanah) Kutacane, Aceh. HP. 0852 7046 1515

Branch Office Gunungsitoli: JI. PKP BRR Blok A No. 28 Perumahan Komplek BRR Dahana Tabaholo,

Gunungsitoli, Sumatera Utara. HP. 0852 76091 003
Branch Office Pekanbaru: ). Datuk Setia Maharaja Perumahan Wing Sudirman blok B/14. Parit

Indah. Pekanbaru, Riau - 28125. Hp: 085271928636

Branch Office Padang: Simpang Gia JI. Pasir Parupuk Dalam No. 27 B (Depan Asrama Mentawai

Putra) RT. 005/Rw. 001 Kel. Parupuk Tabing, Kec. Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, 25171. HP.
0811 662266
Branch Office Solo : Jl. Indrajaya No. 26, Bulak RT 1/3 Dukuh, Mojolaban, Sukoharjo, Solo. HP.

081390754835
Branch Office Balikpapan: JI. Markoni Atas No. 86 RT.27, Kel. Damai, Kec. Balikpapan, Balikpapan

Kalimatan Timur. HP. 0813 7575 7178
Branch Office Makassar: Batang Ase, BTN Griya Maros Indah Blok D10 No. 3 Kec. Mandai, Kab.

Maros, Sulawesi Selatan, 90552. HP. 0812 4478 9990

Branch Office Sulawesi Tenggara: Perumahan Bukit Mekonngga Permai No. 9, Kelurahan

Lalombaa, Kec. Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. HP : 0852 5584 9600

Branch Office Jayapura: JI. Dr. Sam Ratulangi No. 11 Dok V atas, Jayapura, Papua. Hp:

08114825000

Branch Office Papua Barat : Jl. Kapitan Pattimura, Komp. Akademi Perikanan Rt.004/Rw.003 kel.

Suprau Kec. Maladum Mes, Kota Sorong, Propinsi Papua Barat. Hp: 085261052479
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LAYANAN LAINNYA

Konsultasi dan Pendampingan Akreditasi Program Studi
Konsultasi Pembuatan dan Pelatihan Jurnal beri ISSN
Konsultasi dan Pendampingan Jurnal Akreditasi Dikti
Konsultasi dan Pelatihan Perpustakaan Terotomasi
Konsultasi Penerbitan buku beri ISBN

Konsultasi Pelatihan Tindak Kelas (PTK)

Pembuatan Website Akademik Online Perguruan Tinggi

No vk wbne

MENGAPA HARUS LARISPA ?

Berbentuk perseorangan

Tidak ada garansi

Hanya mengambil data

Hanya membuat borang

No

12
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STRUKTUR ORGANISASI

Ketua : Dr. H. Muhammad Rizal., M.Si., Ak., CMA., CSRS., CSRA
Sekretaris : Riri Zulfiandari, S.Sos

Bendahara : Widya Waty, A.Md

Pembina:

Prof. Dr. Nurdin Bukit, M.Si
Prof. Dr. Rosdanelli. MT
Drs. Abdullah Ari

Drs. Saut Aritonang, M.Hum
Tim Komunitas:

Ketua

Perwakilan Medan
Perwakilan Jakarta
Perwakilan Kepulauan Nias
Perwakilan Kutacane
Perwakilan Sulawesi Tenggara
Perwakilan Padang

Perwakilan Pekanbaru

Perwakilan Balik Papan
Perwakilan Makassar
Perwakilan Jayapura
Perwakilan Papua Barat

Perwakilan Solo

Supervisor:

Nur Delima, S.E

: Dr. M.Fitri Rahmadana SE., M.Si
: Dr. Ade Gunawan.M.Si

: Muhammad Nur Hidayat, S.Si.

: Settianus Gea S.Pd

: Abd. S. Effendi.,SE., MM

: Darmawati, S.ST., M.Keb

: Edi Kurniawan S.Pd, M.Pd.T

: Dr. M Syahrial, M.Sh.

Dr. Molly Wahyuni, S.Si., M.Pd

Dr. Samsul Rizal, M.M

: Siti Rahmayuni, SE., MM

: Abd. Jalil, S.Pd., M.,Pd

: Dr. Muh.Yamin Noch, M.Si
: Hendra Poltak, SE

: Heryanto, SE.,M.Si
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Linda Rahmadani, S.Si

Hairiah Kaloko, S.E

Staff:

Wenny Agustin, SH

Indri Oktaviani Harahap, S.Ak Fitra Utami, S.S

Dea Iryani, S.T Dedi Syaputra, S.Tr
Muhammad Nur Hidayat, S.Si Imam lkhsan Daulay, S.Pd
Ayunda Trisna Kesuma, S.Kom M. Fais Rizky, S.Pd
Nurmajidah, S.Mat Desriyana Syafitri, S.Ak
Yudiah Permatasari, SE Adillah Ikhwani, S.I.Kom
IT Consultan

Larispa Web Developer and Team

HRD Consultan

Rahmadani, S.Kom., M.Kom

Legal Consultan:
Irfan SH.,MH & Rekan

JI. Pelita | No. 2A Medan 20128

SEJARAH LARISPA INDONESIA

O Pada pemilu legislatif dan presiden 2004, hasil quick count dan survei perilaku pemilih yang dilakukan
LP3ES sangat populer karena selain dapat memprediksi secara cepat dan akurat perolehan masing-
masing kontestan pemilu, juga bisa menjelaskan bagaimana perilaku pemilih Indonesia dalam
memberikan suaranya, keterlibatan peneliti-peneliti dari Medan (Khususnya sdr. M.Rizal,M.Si) pada
waktu itu hanya memberikan pertimbangan akademis, belum terlibat aktif di samping belum adanya
lembaga Riset yang memberikan pelayanan sejenis memunculkan Lahirnya Larispa yang di gagas sejak
tahun 2003.

O Kesuksesan program quick count termasuk quick count yang diselenggarakan LP3ES melelui lembaga
Istitut Prilaku Politik (ISPP) dalam Pilkada Di Kota Medan dan keterlibatan sdr M.Rizal,M.SI semakin
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mengukuhkan keberadaan peneliti-peneliti yang berasal dari Kota Medan memiliki kualitas yang sama
dengan peneliti berasal dari Jakarta.

Setelah program tersebut berakhir, beberapa peneliti, mantan kordinator wilayah dan kordinator IT
memandang proses demokratisasi Indonesia terutama melalui program-program survei perilaku politik
harus terus dilakukan dan dikembangkan terutama menjelang pemilihan langsung kepala daerah di
seluruh Indonesia dan di Sumatera utara termasuk NAD.

Untuk tujuan ini kami memandang perlu adanya sebuah lembaga yang secara khusus menangani hal
ini. Berbekal pengalaman survei, jaringan nasional yang dimiliki, dan kemampuan teknis computer dan
statistik, yang merupakan prasyarat utama, kami membentuk sebuah lembaga yang bertujuan untuk
melanjutkan dan mengembangkan proses demokratisasi melalui pengukuran (survei) pendapat umum
(public opinion) sebelum dan pada saat pemilihan umum maupun survei pendapat publik mengenai
berbagai kebijakan publik di dirikan LARISPA.

Dengan kesadaran membagi ilmu untuk semua, Melayani penelitian bagi kepentingan publik menuju
pembangunan berbasis penelitian, kami hadir, memberikan dukungan kepada kandidat yang lebih
memiliki moralitas (integeritas) dibanding Asset, kami hadir membagi ilmu untuk semua, tanpa
memadang kasta, agama dan warna kulit.

Kini Larispa telah lahir sebagai Komunitas peneliti, Relawan, Pelatih, tutor yang melakukan difersifikasi
layanan seperti: Konsultan Manajemen, Akuntansi, Akreditasi dan Pusat Pelatihan dengan tujuan
mengembangkan hasil-hasil penelitian sebagai dasar pembangunan di Indonesia.

VISI

Menjadi Lembaga Riset yang Unggul dalam Research & Consulting di Indonesia Tahun 2030

MISI

Melakukan penelitian dan survei bagi kepentingan publik menuju pembangunan berbasis penelitian

2. Melakukan pelatihan sebagai implementasi ilmu pengetahuan sebagai bentuk pengabdian masyarakat

3. Melayani masyarakat melalui Konsultasi Manajemen, Pendidikan, Konsultan Pilkada dan Riset Sektor

Publik menuju masyarakat yang sejahtera

4. Mempublikasikan hasil penelitian, khususnya Riset Sektor Publik bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan

menuju pembangunan berbasis penelitian.

16



PENDAMPINGAN AKREDITASI PROGRAM STUDI (APS)

Demikan proposal ini kami ajukan dan kami siap diundang presentasi kapan saja dan
jangan segan untuk menghubungi kami, atas perhatian Bapak/lbu Kami ucapkan
terimakasih.

Hormat Kami,

LARISPA INDONESIA

Ketua Sekretaris

Dr. H.Muhammad Rizal, M.Si., Ak., CMA, Riri Zuliandari, S.Sos

17



CONTOH BIAYA KONSULTASI REVISI DOKUMEN PENDIRIAN
AKADEMI MIGAS
2 PROGRAM STUDI

NO @ Satuan Jumlah Total
A | Revisi dokumen dan Perbaikan sebanyak 3 X*
1 | Proposal Pendirian 2 | Dokumen 1,000,000 2,000,000
2 | Dokumen Akademik 2 | Dokumen 1,500,000 3,000,000
3 | Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3 | Dokumen 1,500,000 4,500,000
4 | Rencana Strategis 3 | Dokumen 1,000,000 3,000,000
5 | Analisis SWOT Prodi 2 | Dokumen 1,000,000 2,000,000
6 | Statuta 1 | Dokumen 1,500,000 1,500,000
7 | Rancangan Akademik 12 | Dokumen 400,000 4,800,000
8 | Pedoman Tata krama kampus 1 | Dokumen 1,200,000 1,200,000
9 | Rancangan Kurikulum 2 | Dokumen 1,400,000 2,800,000
10 | Satuan Acara Perkuliahan (SAP) 80 | Matakuliah 250,000 20,000,000
11 | Rancangan GBPP 80 | Matakuliah 200,000 16,000,000
12 | Rancangan kurikulum berbasis KKNI 2 | Prodi 1,000,000 2,000,000
13 | Matrikulasi pembelaran 2 | Dokumen 200,000 400,000
14 | Pedoman Sistem Penjaminan Mutu 1 | Dokumen 1,000,000 1,000,000
15 | Standar Akademik 1 | Dokumen 800,000 800,000
16 | Laporan Keuangan Yayasan (1 Tahun) 3 | Laporan 5,000,000 15,000,000
17 | Audit Laporan Keuangan 3 | Audit 15,000,000 45,000,000
18 | Kalender Akademik 1 | tahun 1,200,000 1,200,000
19 | Daftar Sarana dan Prasana Lainnya 1 | Unit kerja 1,400,000 1,400,000
20 | Daftar Buku di Perpustakaan 1 | Unit kerja 1,300,000 1,300,000
21 | SK Tenaga Pendidik 18 | orang 350,000 6,300,000
22 | SK Tenaga kependidik 12 | orang 250,000 3,000,000
23 sg;aalltszﬁrnyataan Tidak Silang Sengketa 5 | Dokumen 375,000 1,875,000
24 | Berita Acara Rapat-rapat Yayasan 5 | Dokumen 250,000 1,250,000
25 z"’l‘:]‘g;”n%?r(‘l'\é'f U Dengan Dunia Usahan | g | oy men 1,100,000 5,500,000
26 | Surat-surat Lainnya 5 | Surat 250,000 1,250,000
27 | SOP Lainnya 10 | SOP 300,000 3,000,000
B | Revisi Lanjutan Dokumen Legalitas Prodi 2 | Prodi 1,000,000 2,000,000
C | Revisi Lanjutan Dokumen 27 | Dokumen 1,400,000 37,800,000
D | Editorial pengambilan gambar 2 | PP 3,200,000 6,400,000
E | Biaya Gaji staf 1 | Bulan 3,000,000 3,000,000
F | Living Cost Staf 1 | Bulan 2,500,000 2,500,000
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Review Dokumen oleh Tenaga Ahli 30 | Dokumen 1,000,000 30,000,000
Biaya konsultasi Kopertis 1 | PP 2,000,000 2,000,000
Biaya konsultasi DIKTI 1 |PP 5,000,000 5,000,000

TOTAL BIAYA 239,775,000
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